
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
BUPATI BIREUEN 
PROVINSI ACEH 

 

QANUN KABUPATEN BIREUEN 

NOMOR 2 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2018 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI BIREUEN, 

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang 

dinyatakan bahwa Bupati mempunyai kewajiban untuk 
memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten                                                                                                                                    
kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan 

Pertanggungjawaban kepada DPRK dan menginformasikan 
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten kepada 

masyarakat; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang                
Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala daerah 

menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
paling lambat 6  (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

         c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten 

Bireuententang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran   
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran    

2019; 

Mengingat   :   1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;   

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

 Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
 Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

 Nomor 3851);  

 



3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

 Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran 
 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan 

 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana 
 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 

 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 
 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 

 Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
 Nomor 3963); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003            

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286);  

5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355);  

6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633); 

8.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

 



12.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah; 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keungan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

18.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017  tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018;  

21.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

 

 



22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah; 

23.  Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38); 

24.  Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 
Aggaran 2018; 

25.  Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Bireuen Tahun Aggaran 2018; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN 

dan 

BUPATI BIREUEN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN          

      ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN 

  TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal 1 

 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Bireuen Tahun Anggaran 2018 berupa 

 laporan keuangan memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran;  
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih; 
c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas;dan 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

 laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan 

 Ikhtisar Laporan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

Pasal 2 

 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 

Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai 

berikut : 

a. Pendapatan     Rp1.753.502.126.161,49 

b. Belanja    Rp1.761.174.172.771,00 

  Surplus/ Defisit          Rp(7.672.046.609,51) 

 

 

 

 



c. Pembiayaan 

 - Penerimaan   Rp65.692.761.280,98 

 - Pengeluaran  Rp                       0,00 

  Pembiayaan Netto        Rp65.692.761.280,98 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan 

(SiLPA)           Rp58.020.714.671,47

   

Pasal 3 

 
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 

dengan rincian sebagai berikut : 

 (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah 

Rp(48.665.914.609,51)  dengan rincian sebagai berikut : 

 a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan   Rp1.802.168.040.771,00 

 b. Realisasi        Rp1.753.502.126.161,49 

  Selisih lebih / (kurang)        Rp    (48.665.914.609,51)   

 (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Sejumlah 

Rp(106.686.629.281,00) dengan rincian sebagai berikut: 

 a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan    Rp1.867.860.802.051,98 

b. Realisasi        Rp1.761.174.172.771,00 

Selisih lebih/(kurang)        Rp  (106.686.629.281,00) 

 (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah                      

Rp(58.020.714.671,47) dengan rincian sebagai berikut : 

 a. Surplus/Defisit setelah Perubahan    Rp(65.692.761.280,98) 

 b. Realisasi        Rp(  7.672.046.609,51) 

 Selisih lebih /(kurang)      Rp(58.020.714.671,47) 

 (4)  Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah 

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan      

setelah Perubahan       Rp65.692.761.280,98 

b. Realisasi        Rp65.692.761.280,98    

  Selisih lebih/(kurang)      Rp   0,00 

  (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah 

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

 a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan  

    setelah Perubahan       Rp   0,00 

 b. Realisasi        Rp                      0,00  

   Selisih lebih/(kurang)        Rp                      0,00  

 (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah 

Rp65.692.761.280,98 dengan rincian sebagai berikut : 

 a. Anggaran Pembiayaan Netto  

     setelah perubahan       Rp65.692.761.280,98  

b. Realisasi        Rp65.692.761.280,98 

     Selisih lebih/(kurang)      Rp                       0,00 

 (7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

sejumlah Rp(58.020.714.671,47) dengan rincian sebagai berikut: 

 a. Anggaran SiLPA setelah perubahan    Rp                       0,00 

 b. Realisasi        Rp 58.020.714.671,47 

     Selisih lebih/(kurang)      Rp(58.020.714.671,47) 

 

 

 



Pasal 4 

 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 

Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset        Rp2.850.283.924.349,81 

b. Jumlah Kewajiban       Rp     88.019.779.138,87 

c. Jumlah Ekuitas        Rp2.762.264.145.210,94 

 

Pasal 5 

 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk 

Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: 

a. Saldo Awal Kas di BUD, BLU dan Kas lainnya Rp65.692.761.280,98 

b. Saldo Akhir Kas di BUD, BLU dan Kas lainnya Rp58.044.755.565,47 

c. Saldo Awal Kas di BUD Rp65.272.081.458,61 

d. Saldo Akhir Kas di BUD Rp57.664.495.653,19 

e. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp         3.329.780,00              

f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp               0,00 

g. Saldo Akhir Kas di BLU Rp       20.367.537,13 

h. Saldo Akhir Kas Lainnya Rp     359.892.375,15       

i. Saldo Akhir Per 31 Desember 2018 Rp58.048.085.345,47 

 

Pasal 6 

 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 7 

 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan Qanun ini yang terdiri dari : 

 

a.  Lampiran I  Laporan Realisasi Anggaran yang memuat : 

 1) Lampiran  I.1 Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan           

     Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

 2) Lampiran  I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan  

  Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 

  Pembiayaan; 

   3) Lampiran  I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut 

    Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan       

    Kegiatan; 

   4) Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk      

      Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan              

      Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan                

      Keuangan Negara;  

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III Laporan Operasional; 

d.  Lampiran IV  Laporan Perubahan Ekuitas; 

 

 



e.  Lampiran V  Neraca; 

f.  Lampiran VI  Laporan Arus Kas; 

g.  Lampiran VII   Catatan Atas Laporan Keuangan; 

h.  Lampiran VIII  Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 

j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana 

    Bergulir; 

k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan 

    Aset Tetap Daerah; 

m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam pekerjaan;  

o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai 

  akhir tahun dan di anggarkan kembali dalam Tahun                                            

         Anggaran berikutnya; 

t. Lampiran XX  Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ 

  Perusahaan Daerah. 

 

Pasal 8 

 

Bupati Bireuen menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

(APBK) Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

(APBK) Tahun Anggaran 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pasal 9 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen. 

  

 

         Ditetapkan di Bireuen 

         pada tanggal 7 Agustus 2O19 
          

         BUPATI BIREUEN, 

 

 ttd 

 

         SAIFANNUR 

 
Diundangkan di Bireuen 

pada tanggal 7 Agustus 
2O19 

 
Plh.SEKRETARIS DAERAH 
      KABUPATEN BIREUEN, 

 

          ttd 

           IBRAHIM 
 

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 83 
 

NOREG QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH: (2/54/2O19) 
 
 

 


